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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya, maka dalam bab 

penutup dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pasal 20 UUHT telah 

ditentukan 3 (tiga) cara eksekusi secara terpisah yaitu parate executie, 

eksekusi berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan dan 

penjualan di bawah tangan. Jadi sebenarnya aturan hukum yang ada sudah 

cukup jelas walaupun disatu sisi dan lainnya terdapat percampuradukan 

mengenai pengertian antara parate executie dengan eksekusi berdasarkan 

titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan. Namun keragu-raguan 

selama ini karena adanya pendapat bahwa pelaksanaan parate executie 

tanpa fiat ketua pengadilan adalah suatu perbuatan melawan hukum sudah 

dijawab dengan keluarnya Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara Nomor: SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan, yang mendapat penegasannya dalam 

Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-

23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, maka 

lembaga parate executie telah dihidupkan kembali untuk membantu para 

kreditor guna mendapatkan pelunasan hak tagihnya (piutangnya) dengan 

cara yang mudah, murah, dan tanpa fiat pengadilan. 
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B. Saran 

1. Agar terwujudnya prinsip perlindungan hukum bagi kreditur manakala 

debitur wanprestasi, maka diharapkan menggunakan parate executie 

sesuai yang dimaksud dalam Pasal 6 UUHT secara ex lege. Agar 

tujuan untuk mempercepat pelunasan piutang kreditur guna tersedianya 

dana perkreditan dapat terlaksana sehingga berguna dan bermanfaat 

untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. 

2. Bagi lembaga legislatif hendaknya meninjau kembali materi muatan 

UUHT yaitu Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat 

(2) dan (3) UUHT yang telah mencampuradukkan antara eksekusi 

berdasarkan titel eksekutorial dengan parate executie sehingga tercipta 

konsistensi dalam pengaturan eksekusi Hak Tanggungan guna 

kepastian hukum. 

3. Bagi pihak kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama yang lebih 

memilih menggunakan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dapat 

melaksanakan eksekusi objek Hak Tangungan dengan terlebih dahulu 

mendapatkan fiat dari ketua pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan 

Hukum Acara Perdata. Namun hendaknya bagi pihak kreditur 

pemegang Hak Tanggungan pertama yang akan menggunakan hak 

parate executie-nya juga tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan hukum parate executie yaitu dengan langsung mengajukan 
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permohonan lelang kepada KPKNL, tanpa harus dengan persetujuan 

pihak debitur dan tanpa fiat ketua pengadilan negeri. 

4. KPKNL di seluruh Indonesia hendaknya melaksanakan Surat Edaran 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/1998 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, yang mendapat penegasannya dalam Surat Edaran Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan. Sehingga para kreditor 

pemegang Hak Tanggungan pertama dapat benar-benar memanfaatkan 

hak parate executie yang dimilikinya, sebab percepatan pengembalian 

dana pinjaman debitor kepada kreditor (bank) sangat mendukung roda 

perekonomian khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada 

umumnya. 
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